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ABSTRAK

Ketidakpastian (gharar) dalam proyeksi keuntungan pada akad mudharabah di lembaga keuangan
syariah menimbulkan tantangan bagi pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal
ini memerlukan pendekatan yang mampu menyeimbangkan prinsip kepercayaan dengan kebutuhan
akan manajemen risiko yang terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan gharar
dalam proyeksi keuntungan akad mudharabah serta mengidentifikasi mekanisme mitigasi risiko
ketidakpastian yang dapat diterapkan di lembaga keuangan syariah. Adapun metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi
kepustakaan, mengacu pada literatur terkait figh muamalah dan praktik keuangan syariah modern.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian keuntungan pada akad mudharabah masih dapat
ditoleransi selama masuk dalam kategori gharar yasir (ketidakpastian minimal) dan menggunakan
kaidah "al-ghurm bil ghunm" yang memastikan bahwa keuntungan yang didapatkan beriringan
dengan risiko yang timbul dikemudian hari. Ketidakpastian ini muncul dari fluktuasi pasar, kinerja
pengelola dana, dan risiko operasional. Untuk memitigasi gharar, diperlukan proyeksi keuntungan
yang realistis, penggunaan data akurat, transparansi informasi kepada nasabah, serta penerapan
sistem monitoring yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syariah dapat
menjaga prinsip syariah sekaligus memenuhi tuntutan bisnis modern.

Kata kunci: akad mudharabah, gharar, manajemen risiko, keuangan syariah, proyeksi keuntungan

ABSTRACT

Uncertainty (gharar) in profit projections under the mudharabah contract within Islamic financial
institutions poses challenges to risk management and compliance with Sharia principles. This
requires an approach that balances the principle of trust with the need for measurable risk
management. This study aims to analyze the boundaries of gharar in profit projections under
mudharabah contracts and identify risk mitigation mechanisms that can be implemented in Islamic
financial institutions. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical
approach based on library research, referring to literature on figh muamalah and contemporary
Islamic financial practices. The findings indicate that profit uncertainty in mudharabah contracts is
tolerable as long as it falls within the category of gharar yasir (minimal uncertainty) and adheres to
the principle of "al-ghurm bil ghunm,"” which ensures that profits are accompanied by associated
risks. This uncertainty arises from market fluctuations, fund manager performance, and operational
risks. To mitigate gharar, it is necessary to develop realistic profit projections, utilize accurate data,
ensure transparency with clients, and implement a sustainable monitoring system. This approach
allows Islamic financial institutions to uphold Sharia principles while meeting the demands of
modern financial practices.
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PENDAHULUAN

Transformasi industri keuangan syariah telah berhasil mengimplementasikan akad-akad
muamalah, khususnya akad mudharabah kepada masyarakat sebagai sarana pembiayaan yang
membantu pengelola bisnis mendapatkan modal dan sarana investasi bagi pemilik modal. Akad
mudharabah pada lembaga keuangan adalah bagian dari kontrak kerjasama antara nasabah,
perbankan, dan pengusaha/ individu yang memiliki keahlian dalam mengelola, kemudian
dipertemukan kedua nya baik sebagai pemilik dana (shohibul maal) atau pihak yang
membutuhkan dana untuk mengelola (mudharib). Hal itu berarti 100% dana berasal dari
shohibul maal dan 100% keahlian mengelola berasal dari mudharib (Rivai et al., 2010).

Pada sistem keuangan syariah terdapat mekanisme pembagian keuntungan kontrak kerjasama
pada akad mudharabah yang didasarkan pada sistem bagi hasil (profit sharing), dimana jika
terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian dari pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung
oleh pengelola, kecuali jika kerugian disebabkan oleh hal yang tidak terduga (force majeur),
maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal (Nugroho, 2023).

Berdasarkan Statistik OJK pembiayaan mudharabah di perbankan syariah hingga tahun 2023
mencapai angka yang signifikan (Keuangan Otoritas Jasa, 2023). Akan tetapi, tingkat Non-
Performing Financing (NPF) yang relatif tinggi mengindikasikan adanya tantangan dalam
pengelolaan risiko ketidakpastian. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah, setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki sistem pengelolaan risiko
yang komprehensif, termasuk dalam pengelolaan akad mudharabah (OJK, 2016). Oleh
karenanya, lembaga keuangan dituntut untuk memberikan proyeksi keuntungan yang terukur
kepada nasabah serta keuntungan bagi lembaga sendiri, namun tetap harus sesuai dengan
prinsip Islam.

Menurut (Dewi et al., 2024), akad mudharabah memiliki karakteristik khas, yaitu adanya
ketidakpastian (gharar) keuntungan yang akan diperoleh. Hal itu dikarenakan tidak diketahui
secara pasti berapa besaran keuntungan yang didapatkan, sedangkan dalam Islam Gharar
adalah hal yang dilarang ada dalam transaksi. Hal tersebut melahirkan sebuah pertanyaan, apa
maksud ketidakpastian pada akad mudharabah yang dimaksud?

Pada dasarnya, kontrak syariah berdasarkan pengembalian yang menghasilkan keuntungan
terdiri dari akad natural certainty contract dan natural uncertainty contract. natural certainty
contract adalah akad yang menjelaskan kepastian keuntungan pada suatu transaksi, meliputi
akad jual beli dan akad sewa menyewa, sedangkan natural uncertainty contract adalah akad
yang tidak memiliki kepastian dari segi pengembalian keuntungan, dalam hal ini hanya
menjelaskan pembagian porsi keuntungan saja bukan nominal keuntungan yang diperoleh,
meliputi akad kerjasama, yaitu mudharabah dan musyarakah (Jamil & Rustandi, 2021).

Literatur figih menjelaskan bahwa produk natural uncertainty contract disebut sebagai produk
dengan akad kepercayaan (uqud al-amanah) (Trimulato, 2019). Hal itu menjelaskan bahwa
akad mudharabah termasuk pada akad tersebut dan pembagian keuntungan didasarkan pada
kepercayaan yang diberikan oleh shahibul maal kepada mudharib untuk mengelola dana yang
diberikan. Namun, dalam implementasinya di sistem keuangan modern, terdapat tantangan
signifikan dalam menyeimbangkan prinsip kepercayaan ini dengan kebutuhan akan manajemen
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risiko yang terukur, akan tetapi penerapan dalam lembaga keuangan modern memunculkan
berbagai problematika fighiyah yang perlu dikaji secara mendalam, yaitu mengenai sejauh
mana batasan gharar yang diperbolehkan dalam kontrak mudharabah ketika berhadapan
dengan tuntutan kepastian bisnis di lembaga keuangan, baik sebagai pengelola dana dari
nasabah yang dihimpun dalam bentuk tabungan atau instrumen investasi lain nya dan lembaga
keuangan syariah sebagai investor. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis bertujuan untuk
menganalisis aspek gharar dalam proyeksi keuntungan produk kerjasama akad mudharabah
dan mekanisme mitigasi risiko ketidakpastian gharar pada akad mudharabah di lembaga
keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang
bersifat kepustakaan (library research), di mana data yang dikumpulkan berasal dari literatur
seperti jurnal, artikel, serta buku terkait dengan kontrak ketidakpastian dan akad mudharabah
pada lembaga keuangan. Data dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran umum
melalui analisis konten untuk meninjau secara komprehensif implementasi produk kerjasama
yang menggunakan akad mudharabah di lembaga keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad mudharabah adalah akad kerjasama yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam upaya
mencari modal usaha yang berasal dari shahibul maal dengan mengkolaborasikan keahlian
yang dimiliki untuk menjadi pengelola/ mudharib. Istilah Mudharabah menurut mazhab-
mazhab dalam (Ayu & Witro, 2022) memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Ulama
Hanafiyah akad mudharabah adalah akad kerjasama dalam keuangan, dimana satu pihak
menjadi pemilik harta (pemodal) dan pihak lain menjadi pemilik jasa. Menurut Ulama
Malikiyah akad mudharabah yaitu akad perwakilan, di mana pemodal mengeluarkan harta
kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan. Menurut Ulama
Syafi‘iyah akad mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang memberikan hartanya
(pemodal) untuk diperdagangkan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan
bersama. Sedangkan menurut Ulama Hambali akad mudharabah adalah pemodal menyerahkan
modalnya dengan takaran tertentu kepada pedagang dan pembagian keuntungan diketahui.

Pada sistem keuangan Islam terdapat akad dengan tujuan mencari keuntungan yang disebut
dengan akad tijari sehingga bersifat komersial, meliputi akad jual beli, akad kerjasama, akad
sewa menyewa dan lain-lain. Kemudian, sistem keuangan Islam membagi akad tijari kedalam
dua jenis kontrak berdasarkan kepastian keuntungan nya, yaitu disebut natural certainty
contract (kontrak kepastian pendapatan) dan natural uncertainty contract (kontrak
ketidakpastian pendapatan). Natural certainty contract (kontrak kepastian pendapatan) adalah
jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya,
baik dari kuantitas dan waktu penyerahannya yang terdiri dari akad jual beli dan sewa menyewa.
Alasan kontrak dikatakan pasti keuntungan nya adalah dilihat dari penjual yang bisa
menentukan harga barang dan keuntungan nya, sehingga dapat diperkirakan keuntungan pasti
yang akan didapatkan. Sedangkan Natural uncertainty contract (kontrak ketidakpastian
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pendapatan) adalah jenis kontrak transaksi yang secara alami mengandung ketidakpastian
dalam perolehan keuntungan, meliputi akan kerjasama, termasuk akad mudharabah.

Berdasarkan hal tersebut, maka akad mudharabah termasuk pada kontrak yang memiliki
ketidakpastian dari segi keuntungan, dimana ketidakpastian yang dimaksud disebut gharar.
Alasan kontrak dikatakan tidak memiliki kepastian disebabkan jenis kontrak yang dilakukan
atas dasar investasi atau kerjasama yang memiliki risiko lebih besar, hal itu didasarkan pada
aktivitas usaha yang dilakukan atau ada sebab lain diluar dugaan (force majeur). Oleh karena
nya, nominal keuntungan dan risiko profit loss sharing tidak dapat dipastikan, akan tetapi yang
bisa dipastikan hanyalah porsi nisbah bagi hasil yang diatur sesuai perjanjian kontrak.

Menurut (Widianita et al., 2023) Gharar adalah unsur yang dilarang dalam transaksi Islam,
secara harfiah berarti ketidakpastian atau risiko. Adapun unsur Kketidakpastian atau
ketidakjelasan terdiri dari kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan tidak diinformasikan
secara jelas dan pasti atau tidak diketahui oleh salah satu pihak. Oleh karena nya, segala
transaksi bisnis dalam Islam dalam hal pembagian risiko dan keuntungan harus diatur dengan
jelas dan atas kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan unsur
penipuan, sehingga keuangan Islam sangat menjunjung tinggi pemenuhan kewajiban dan
perjanjian, serta transparansi.

Gharar atau ketidakpastian dibagi menjadi dua jenis, yaitu Gharar fahish dan Gharar yasir
(Thalib et al., 2021). Gharar fahish adalah gharar dalam ketidakpastian yang mengikuti suatu
transaksi atau kontrak bisnis yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini ketidakpastian
tersebut berasal dari para pihak yang melakukan kontrak atau transaksi bisnis tersebut, yang
mana unsur ketidakpastian yang dominan. Sedangkan Gharar yasir adalah gharar yang unsur
ketidak pastiannya dapat ditoleransikan, hal ini dikarenakan risiko dan ketidakpastian dalam
suatu kontrak ataupun transaksi bisnis adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan dikatakan
hampir sama dengan risiko yang diperbolehkan, dimana hampir seluruh kegiatan bisnis dan
kontrak bisnis mengandung risiko, yang secara tidak langsung juga melahirkan kaidah al-ghurm
bil ghunm.

Kaidah "al-ghurm bil ghunm™ adalah salah satu kaidah figih dalam hukum Islam yang sangat
penting menganalisis batasan ketidakpastian keuntungan pada produk kerjasama keuangan
syariah, termasuk dalam konteks akad mudharabah. Secara harfiah artinya adalah "risiko
menyertai manfaat™ atau "keuntungan menyertai kerugian” (Syafitri & Kurniawan, 2021). Hal
itu berarti apabila seseorang mendapatkan manfaat dari suatu kerjasama, maka harus siap
menanggung risiko atau kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari, sehingga keuntungan
tidak terlepas dari kerugian untuk mencapai keadilan. Pada akad mudharabah, risiko dan
keuntungan didistribusikan di antara para pihak, dimana pemilik modal (shahibul maal)
menanggung risiko kehilangan modal, baik berupa uang ataupun barang produktif, sedangkan
pengelola (mudharib) menanggung risiko kehilangan waktu, tenaga, dan kesempatan
memperoleh keuntungan dari usaha lain. Sehingga jelas bahwa untuk mendapatkan keuntungan
pasti akan ada risiko yang mengiringinya, karena dalam setiap usaha atau investasi, adanya
ketidakpastian merupakan unsur yang tidak dapat dihindari. Secara praktiknya lembaga
keuangan syariah harus mampu mengukur dan mengelola ketidakpastian keuntungan dengan
tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, dimana kaidah al-ghurm bil ghunm menjadi salah
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satu parameter nya, seperti dalam menentukan nisbah bagi hasil, kemungkinan pendapatan
operasional dan mekanisme mitigasi risiko untuk mencegah adanya risiko kepatuhan syariah.

Akad mudharabah memiliki karakteristik sebagai kontrak berbasis bagi hasil. Dalam
praktiknya, lembaga keuangan syariah sebagai fasilitator pada sistem keuangan syariah
menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam hal memberikan proyeksi
keuntungan yang dapat diandalkan dengan prinsip menghindari gharar yang dilarang dalam
Islam, sehingga pengelolaan usaha dalam akad mudharabah juga menghadirkan berbagai
potensi gharar yang akan timbul. Adapun ketidakpastian dalam proyeksi keuntungan
mudharabah dapat dilihat dari berbagai sisi.

Pertama, terdapat ketidakpastian yang bersifat alamiah dalam setiap aktivitas bisnis, seperti
fluktuasi pasar dan perubahan kondisi ekonomi. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan akad
mudharabah harus dilandasi oleh aktivitas bisnis yang mengikuti naik atau turun nya
permintaan barang/jasa di pasar, sehingga proyeksi keuntungan tidak dapat dipastikan dan
hanya dapat memastikan seberapa besar pembagian keuntungan ketika pendapatan yang tidak
menentu ditetapkan.

Kedua, ketidakpastian operasional yang terkait dengan kinerja pengelola dana dan efisiensi
manajemen. Hal itu menjelaskan bahwa dikarenakan pendapatan didapatkan dari hasil
pengelolaan modal pada aktivitas bisnis, sehingga kinerja dari pengelola sangat menentukan,
semakin baik manajemen operasional, maka akan semakin besar peluang proyeksi keuntungan
yang didapatkan.

Dalam perspektif ~fikih muamalah, suatu akad atau produk yang memiliki
ketidakpastian/ghrarar haruslah sesuatu yang memiliki efek dominan terhadap barang/harga
dan kepercayaan, termasuk dari segi waktu, sehingga gharar yang dilarang adalah
ketidakpastian yang bersifat berlebihan (gharar fahish) yang sebenarnya dapat dihindari.
Sedangkan, ketidakpastian minimal (gharar yasir) tidak dapat dihindari dalam praktik bisnis
masih dapat ditoleransi. Oleh karena nya, adanya ketidakpastian pada akad mudharabah masih
dapat ditolerasi disebabkan ketidakpastian nya masuk pada kategori gharar yasir dan tidak
dapat dihindari, serta tujuan nya adalah untuk menghindari dari jeratan riba seperti aktivitas
suku bunga disebabkan kepastian keuntungan yang didapatkan, padahal kegiatan bisnis tidak
selama nya menguntungkan.

Penelitian (Rahman, 2018), menjelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa
ketidakpastian/gharar adalah sesuatu yang disembunyikan, sehingga ada pihak lain yang tidak
mengetahui, sedangkan (Mirhakor & Askari, 2018) menjelaskan bahwa gharar adalah situasi
di mana pihak-pihak yang terikat kontrak tidak memiliki informasi berkaitan dengan kontrak
tersebut. Berdasarkan pernyataan mengenai gharar tersebut, Aspek legal dan dokumentasi
merupakan area lain yang berpotensi mengandung gharar pada akad mudharabah, yaitu
ketidaksesuaian dalam perjanjian akad dan tidak lengkap nya dokumen. Oleh karena nya,
lembaga keuangan syariah perlu memberikan ketetapan tentang seberapa besar pembagian
nisbah yang akan diperoleh, dan menjelaskan tentang perkiraan proyeksi keuntungan yang
didapat dengan memberikan analisis risiko dari bisnis, mempertimbangkan data historis,
analisis sensitivitas, dan, sambil tetap menjaga transparansi informasi kepada nasabah. Hal itu
sangat diperlukan agar tidak terjadi gharar fahish.
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Upaya mitigasi gharar dalam proyeksi keuntungan mudharabah dari sisi operasional, lembaga
keuangan syariah perlu menerapkan praktik untuk dapat memproyeksikan keuntungan yang
didapatkan, seperti penggunaan data yang akurat dari analisis pasar dan kegiatan operasional
nya, selanjutnya transparansi informasi dan komunikasi yang baik dengan nasabah harus
dilakukan sebagai upaya menjaga kepercayaan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
S Jg 6o wgq, sy,su j\\ﬂxumw
Jgj W Sﬁ- 4}5 FJ’:;- ;;'}C u\aw j‘\G

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu
hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.(Al-
Ma'idah [5]:1)

Implementasi sistem monitoring oleh lembaga keuangan dalam hal pengendalian gharar selama
berjalannya akad mudharabah, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pengawasan
berkelanjutan yang mencakup monitoring kinerja usaha, penggunaan dana, dan pencapaian
target bisnis. Dalam konteks perkembangan keuangan syariah kontemporer, pengelolaan aspek
dalam proyeksi keuntungan mudharabah harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan
praktis dan kepatuhan syariah. Di satu sisi, proyeksi keuntungan diperlukan untuk memberikan
gambaran kepada nasabah dan memfasilitasi perencanaan keuangan. Di sisi lain, proyeksi
tersebut harus tetap menjaga prinsip keadilan dan menghindari unsur gharar yang dilarang. oleh
karena nya pengelolaan aspek gharar dalam proyeksi keuntungan produk mudharabah
memerlukan keseimbangan yang cermat antara kepastian bisnis dan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Ketidakpastian keuntungan dan pendapatan pada akad mudharabah masih dianggap wajar dan
diperbolehkan selama masih dalam batas toleransi (gharar yasir), dalam hal ini kaidah al-
ghurm bil ghunm menjadi salah satu parameter bagaimana kontrak kerjasama mudharabah
yang menghasilkan keuntungan harus diiringi dengan risiko, baik berupa aset, tenaga, dan
waktu agar tetap berlandaskan keadilan dan menghindari ketidakpastian yang dilarang.Untuk
menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kebutuhan bisnis, lembaga keuangan
syariah perlu melakukan mitigasi risiko gharar dengan proyeksi keuntungan yang realistis, data
pasar akurat, serta transparansi terhadap nasabah. Selain itu, implementasi sistem monitoring
diperlukan untuk memastikan penggunaan modal dan kinerja bisnis tetap terkontrol. Dengan
pendekatan ini, akad mudharabah dapat berjalan sesuai syariah sekaligus memenuhi tuntutan
praktik keuangan modern yang berkelanjutan.
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SARAN

Penulis berpendapat bahwa penelitian ini perlu dikembangkan secara maksimal dalam kerangka
hukum ekonomi syariah agar dapat memberikan masukkan lebih banyak kepada lembaga
keuangan syariah dalam menerapkan akad kerjasama dan memastikan bahwa keuntungan yang
diproyeksikan nantinya tidak berada pada kategori gharar
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